
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembenrukan Peraruran Perundang-undangan 
fl..emberan Neg;ua ~ubli.c Indonesia Tahun 2011 

3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4456); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenaga-kerjaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

ten tang 
Dalam 

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

a. bahwa untuk memberikan kepastian dan kejelasan 
dalam pernberian cuti dan bagi pegawai kontrak BLUD 
Puskesmas, maka perlu adanya ketentuan yang dapat 
dijadikan pedoman oleh Puskesmas, sebingga perlu 
meninjau kembali untuk yang kedua kali terbadap 
Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 Tabun 2017 
tentang Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian 
Pegawai Kontrak BLUD Puskesmas; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf 
a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perobahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 
17 Tahun 2017 tentang Pengadaan, Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Pegawai Kontrak BLUD Puskesmas; 

BUPATI JEPARA, 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPAT! JEPARA NOMOR 17 
TAHUN 2017 TENTANG PENGADMN, PENGANGKATAN, DAN 
PEMBERHEN'I'IAN PEGA W Al KONTRAK BLUD PUSKESMAS 

BUPATI JEPARA 

PROVlNSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPAT1 JEPARA 

NOMOR 1 TAHUN 2019 

TENTANG 



l l. Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 Tahun 2017 
tentang Pengadaan Pengaog;...,um, dan ?embethentian 
Pegawai Kontrak BLL"D P,~ fBu ta Da=h 
Kabuparen Jepa... -a.uun '201, l'io::x!r l, 
sebagaunena dii•ba!:r &- Fe,- ..::. B:::~ e;=, 

10. Peraturan Menterl DaJam Negeri Nomor 79 ta.bun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Oaerah (Berlt:a Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

9. Peraturan Menteri Kesebatan Nomor 75 Tahun 2014 
Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 centang 
Pengelolaan Keuangan Daera.b (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 
4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 rentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubab dengan 
Peraiuran Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
tahun 2005 tentang PengeJolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340): 

6. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
Tenaga Kesehatan [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 l 4 Nomor 298, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 

5. Ondang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Jndonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kall diubab terakhir 
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera.b 
(Lembaran Negara Republik l ndonesia Tahu n 2015 
Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara RepubUk 
Indonesia Nomor 5679); 

Nomor 82, Tambahan LembiU:an Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), 



(I) Pegawai kontrakBLLTD Puskesmas berhak : 
a. memperoleh upah dan tambaban penghasilan lainnya sesuai 

kemampuan keuangan BLLTD Puskesmas; 
b. memperoleh izin/cuti; dan 
c. memperoleh biaya perjalanan dinas bagi yang mendapat 

perintab melaksanakan tugas keluar daerah sesuai dengan 
peratu ran yang berlaku. 

(2) Rak izin/cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruI b 
dltenrukan sebagai beri.kut: 

a. cuti tahunan paling Jama 12 [dua belas) hari kerja dalam 
setahun. 

b. cuti melahirkan paling lama 40 [empat puluh) hari kerja; 
c. izin sakir paling lama 3 (tiga) hari kerja dalam sebulan denga.n 

surat keteranga.n dokter. apabila rawar inap diberikan izin 
sesuai swat keterangan Jang dikeluarlam oleb fasilrtas 
kesehatan; 

PasaJ 19 

1. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehiagga Pasal 19 berbunyi 
sebagai berikut; 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 Tahun 
2017 teatang Pengadaan, Pengangkatao, dao Pemberhentian Pegawai 
Kontrak BLUD Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Jepara. Tahun 2017 
Nomor 17)1 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 
8 Tahun 2018 tentang Perubahan Alas Peraturan BupatiJepara Nomor 17 
Tahua 2017 tentang Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian 
Pegawai Kontra.k BLUD Puskesmas (Serita Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2018 Nomor 8) diubah sebagai berikut: 

Menetapkaa : PERATURAN BUPATr TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPA'l'I JE:PARA NOMOR 17 TAHUN 
2017 TENTANG PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN 
Pl!:MBERHENTIAN PEGAWAI KONTRAK BLLTD 
PUSKESMAS. 

MEMUTUSKAN: 

Nmnor 8 Tahun 2018 tenta.ng .Pembahan Ams 
Peraruran Bupati Jepara Nomor 17 Tahun 2017 
tentang Pengadaan Pengangkar.an, dan Pemberhentian 
Pegawai Kontrak BLUD Puskesmas (Serita Daerah 
Kabupatea Jepara Tahun 2018 Nomor 8); 

Pasal I 



BERITA DAERAH KABUPA'l'EN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR ... 1 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 2 .Janua r t 2019 
SEKRETARlS DAERAH l<ABUPATE:N JEPARA, 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengeta.huinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Jepara. 

Pasa.l fl 

d. cuti besar atau cuti karena alasan penting dapat diberikan 
sesuai keburuhan dalam bal melaksanakan ibadah 
keagamaan, atau 

e. cua bersama 
(2a) Apabila izin melebibi sebagaimana ditentukan pada ayat (2), maka 

cilkenakan sanksi penguranga.n 3'Yo (tiga persen] perhari dari 
besaran pendapatan lain bukan upah bulanan. 

Ditetapkan di Jepara 
padatanggal 2 .Janu e r a 2019 


